
BUPATI TEGAL 

PERATURANDAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR l' TAHUN2001 

TENTANG 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA-RENCANA DETAIL TATA RUANG 
KOTA mUKOTAKECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) KEDUNGBANTENG 

KABUPATEN TEGAL TAHON 2000-2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TEGAL, 

Menimbang: a. bahwa agar D,ukota kecamatan Kedwlgbanteng Kabupaten Tegal dapat 
dibangun dan dikembangkan seeara berda.yaguna dan berltasilgun.a 
sehingga memenuhi persyaratan Tata Ruang Kota lbukota Kecamatan baik 
da1am segi pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain, maka 
dipandang perlu adanya pedoman pembangunan kota dalam bentuk 
Rencana Umum Tata Ruang Kota - Rcncana Detail Tata Ruang Kota 
lbukota Kecamatan (R.UTRK-RDTRK JKK) Kedungbanteng ; 

b. bahwa mcndasarkan pada Peraturan Menteri Damn Negeri. Nomor 2 
Talum.1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, mab Rcncana 
Umum Tata Ruang Kota - Rencana Detail Tata Ruang Kota lbukota 
Kecamatan (R.UTRK-RDTRK. IKK) Kedungbantcng yang teiah selesai 
disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. tJndang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok­
pokok Agraria (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2043) ; 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, .(Lembaran 
Negara Tatum 1974 Nomor 104, Tambahan Lembaran · N~ara Nomor 
3046); . 

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lcmbaran Negara 
Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 

5 . . Undang-undang Nomor 24 Tahun. 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor3501); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tcntang Pengelolaan Lingkungan 
Illdup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3699) ; 

7. Undang-undang .......... .. 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3225) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran 
Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3226); 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3293); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahmi 1986 tentang Pembahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah 
Tingkat Il Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan 
Lem.baran Negara Nomor 3321); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian 
Umsan Pemerintah di Bidang Pekerjaaan Umum Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3353) ; 

13. Kcputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan 
Peraturan Penmdang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undan& 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah 2001-
2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19) ; 

IS. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 
1988 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan Yang dikuasai oleh 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal TahlUl. 1989 Nomor 4 Seri D) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 
1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat n Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 
1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal TahlUl. 1994 
Nomor2S); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tegal Nomor 18 Tahun 
1998 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kramat, Kota Pagerbarang 
dan Kota Dukuhwaro (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Tegal Tahun 1998 Nomor 19 ) ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 tentang 
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tegal Tahun 
2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 41). 

Dengan Persetujuan 
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEGAL 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPA'fEN TEGAL TENTANG 
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAM 
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK­
RDTRK nae) DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL TAIHJN 1999-
2019 

B.AB I .................. . 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Talllm 1982 tentang Tata Pengaturan Air 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3225) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nom.or 23 Tahun 1982 tentang lrigasi (Lembaran 
Negara Tahun 1982 Nom.or 38, Tambahan Lembaran Negara Nom.or 
3226); 

10. Pcraturan Pemerintah Nom.or 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembatan 
Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor .-.-, 
3293); 

11. Peraturan Pemerlntah Nom.or 7 Tahun 1986 tentang Porubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Dacralt Tingkat ll Tegal dan Kabupaten Daerah 
Tingkat ll Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambaban 
Lembaran Negara Nomor 3321) ; 

12. Poraturan Pernerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian 
Ul11811l Pemerintah di Bidang Pekerjaaan Umum Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3353) ; 

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan 
Peraturan Perun.dang-undangan, Bentuk Raneangan Undang-wdang, 

. R.ancangan Peraturan Pemerintah dan R.ancangan Keputusan Presiden ; 
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nom.or S Tahun 2001 tentang 

Program Pembangunan Daerah (PROPJIDA) Propinsi Jawa Tengah 2001-
2005 (Lembaran Daerah Propmsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat ll Tega! Nomor 2 Tahun 
1988 ten.tang Garis Sempadan Sepal\iang Jalan Yang dikuasai oleh 
Pomerlntah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tega! (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Togal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tepl Nomor 3 Tahun 
1991 tentang Penyidilc Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat n Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Dacrah Tingkat II Tcgal Tahun 1991 Nomor 11) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat n Tegal Nom.or 10 Talum 
1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Tegal (Lembaran Daorah Kabupaten Daerah Tingkat n Tcgal Tahun 1994 
Nomor2S); 

18. Pcraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Tegal Nomor 18 Tahun 
1998 ten.tang Pcnetapan Batas Wilayah Kota Kramat, Kota Pagerbarang 
dan Kota Dukuhwaru (Le.m.baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Tegal Tahua 1998 Nomor 19) ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 ten.tang 
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tegal Tahun 
2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tepl Tal11m 2001 Nom.or 41). 

Dengan Persetujuan 
DEWANPERWAKILANRAKYATDABRAHK.ABUPATENTEGAL 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG 
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAM 
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK­
RDTRK IKK) DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL TAHUN 1999-
2019 

B.AB I ..........•........ 
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Dengan Persetujuan 
DEWANPERWAKJLANRAKYATDAERAHKABUPATENTEGAL 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG 
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA - RENCANA DETAIL 
TATA RUANG KOTA mUKOTA KECAMATAN ( RUTRK-RDTRK 
IKK ) KEDlJNGBANTENG · KABUPATEN TEGAL TAHON 2000 -
2019 

BABI 
KE'rE.NTOAN OMlJM··. 

'l>asal l 

Dalam Peraturan Daerah-irii yang dhnaksud dengari •: · .. · · 
1. Daerah adalah K.abupaten Tegal ; , 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai 

Badan Eksekutif Dearah ; . . . . . . 
3. Bupati adalah Bupati Tega! ; 
4. Rencana Umum Tata Ruang Koia lbukota- Kecamatait Kedungbanteng yang selanjumya 

disingkat RUTRK · ada)ab . Rencana ·Pemanfaatan 'Ruang Kota yang disusun untuk 
menjaga keserasian pembangu.nan antar sektor · dalam · rattgka pelaksanaan program:.. 
program pembangunan kota·; · 

5. Rencana Detail Tata· Ruang Kota lbukota Kecamatan Kedungbanteng yang selanjumya 
disingkat RDTRK adalah · pemanfaatan · ruang kota secara terinci yang disusun untuk 
penyiapan perwujudan ruang kota · · dalam·. rangka · pelaksanaan program-program 
pembangunan kota ; 

6. lbukota Kecamatan yang selanju1nya disingkat lKK adalah · lbukota Kecamatan 
Kedungbanteng ; . 

7. Wilayah Perencanaan adaJah wilayah yang diarahkan pemanfaatan mangnya sesuai 
denganjenis Rencana kotamasing-masing; · · · 

8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adaJah satu kesatuan wilayah dari 
kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah :yang terbentuk secara fimgsional · din 
administrasi dalatn·rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota. 

. I 

BABil 
. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

RUTRK '"RDTRK IKK KEDUNGBANTENG 

Pasal2 

Maksud RUTRK - •RDTRK. ·IKK Kedungbanteng adalah untuk mewujudkan peningkatan 
kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan · masyarakat ·kota · dalam •mencapai 
kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota. 

Pasal · 3 •••. · •....•.•.••..•....•. 
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'Pasal3 

Tajuan RUTRK - RDTRK IKK Kedungballteng adalah : 
1. Supaya kehidupan dan penghidupan 'warga kota yang bersangkutan meitjadi aman, tertt'b, 

lancar dan sehat melalui : . , . . . . · · 
. a .. Perwujudan pemanfaatan ruang ·kota yang sCJ"asi, .~imbang sesuai dengan kcbutuhan 

dan kemampuan daya dukung pemunhu4att dan porkembangan kota ; 
b. Perwujudan pemanfaatan ruang koti sej~an ,dqtgan. tujuan, serta kebijaksanaan 

Pembangunan Nasional dan Daerah; . . 
2. Tersedianya · suatu Rencana kot:a yang man.tap, bersifat operasioanal dan mengikat baik 

bagi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Pt-opins~ Pemerintah Daerah Kabupaten, 
Dunia Usaba dan Anggota masyarakat qntuk dipatuhi sehingga pembangunan kota terarah 
dengan baik. . . , ., 

Pasal.4 

Sasaran RUTRK - RDTRK IKK Kedungbantellg adalah terciptanya suasana aman, tertib, 
lancar dan sehat meJalui pengaturan pemanfaatan 111ang kota yang serasi dan seimbang sesuai 
dengan kebutuhan'dan kemampuan daya·dukung pertmm,>~ dan ~kembangan. kota. 

. ' \ '. 

BABID. 
RUTRK- RDTRKIKK.KEDUNGBAI'l'tENG · 

Pasal 5 
, . 

RUTRK. - RDTRK · IKK · Kedungbanten:g merupakan landasan h~ ,dan pedontan yang 
mengikat bagi· Pemerlntahatr Pusat, Pemerintah ::o~ah Propi~tli, P~erintah •Daerah 
Kabupaten, Dunia ·Usaha dan ·Anggota Masy~akat da~ .memanfaatbn ~g kota secara 
terencana, terarah dan berkesinatnhungan. · · · 

PasaJ' 
RUTR.K-RDTRKIKKKedungbantengditetapkanuntukjangka waktll20 (<hlapuluh) Tahwi 
dan dl'bagi dalatn fahM>an . pembangunari 'sebagai ~t . : . . . 
- Tahap I darl Tatum 2000 s/d 2004 ; . . 
- Tabap ll . dari Tahlin · 200S s/d 2009'; 
• Tahap ID dari Tahun · 2010 s/d 2014 ; 
- Tahap IV dari Tahun 2015 s/d 2019; 

.. B~,1v·. 
WII.AY All PEREN'CANAAN 

Pasal 7 

(1) .Wilayah Perencanaan IKK Kedungbanteng ¥luas 226 Ha, yang.terdiri dari .2 ( dua) Desa 
yaitu: ' , , . 
, a. .· Sebagian Desa Kedungbanteng sehw 113, 10 Ha ; 
b. Sebagian Desa Tonggara seluas 112,90 Ha ; 

(2) Luas .....•..... ·•·•····• 
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(2) Luas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang akan dikembangkan meqjadi 
daerab. perkotaan seluas 123,668 Ha dan sisanya seluas 102,332 Ha merupakan cadangan 
pengembangan dan daerah konservasi. 

(3) Batas Wilayah Kota lbukota Kecatnatan Kedungbanteng sebagaimana diatur daJam 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ·II Tegal Nomor ·9 tahun 1999 ditetapkan 
sebagai berikut : · 
- Sebelah Utara · Batas Desa Dukuhjati Wetan (Kecamatan Kedungbanteng) 

dan Desa Paketiban (Kecamatan Pangkah) ; 
Sebelah Selatan ·· Batas Desa Karanganyar (Kecamatan Kedungbanteng) dan 

sebagian Desa Bogares Lor (Kecamatan Pangkah) 
- Sebelah Barat . · · Batas Desa Bogares Lor, Desa Talok (Kecamatan 

Pangkah); 
- Sebelah Timur · · Bala$ Fisik .· Jalan Desa (termasuk dalam wilayah Desa 

Keclungbanteng dan · Desa Tonggara Kecamatan 
Kedungbanteng. 

BABV 
BWK 

Pasal8 

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan RUTRK - RD1RK IKK 
Kedungbanteng maka dalam perencanaannya dilakukan pembagian wilayah kota yang bempa 
BWK. 

Pasal9 

BWK Ibukota Kecamatan Keduttgbanteng dibagi meqjadi 2 ( dua) Bagian Wilayah Kota, 
yaitu: 
1. BWKI 
2. BWK.Il 

Pasal 10 

(1) BWK I mempunyai luas wilayah ± 113,10 Ha merupakan wilayah yang berada di sebe1ah 
'-._/. utara meliputi sebagian Desa Kedungbanteng. 

(2) KebijakanUmum Pengem.bangan Struktur Kota di BWK I adalah : 
a. sebagai daerah perkantoran pemerintahan tingkat Kecamatan ; 
b. sebagai daerah perdagangan dan jasa skala Kecamatan ; 
c. sebagai daerah pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan ; 
d. sebagai daerah campuran; 
e. sebagai daetah pengembangan perumahan ; 

Pasal 11 

(1) BWK II mempunyai luas wilayah ± 112,90 Ha mempakan witayah yang berada di 
sebelah selatan meliputi sebagian wilayah Desa Tonggara. 

(2) Kebijakan Umum Pengembangan Struktur Kota di BWK II adalah : 
a. sebagai daerah pengembangan perumahan ; 
b. sebagai daerah perkantoran dan jasa ; 

sebagai daerah pelayarum um.um ; 
sebagai daerah perdagangan skala lokal ; 

B.AB VI ............ . 
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BABVI 
- WEWENANGPENETAPANRUTRK-RDTRK 
IBUKOTA KF.cAMATAN KEDUNGBANTENG 

PasalU 

(1) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan da1atn pelaksanaan 
RUTRK - RDTRK secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang­
undangan yang berlaku ; 

(2) Dalatn melaksanakan RUTRK - RDTRK dan pengawasan pembangunan, Bupati 
menwtjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk 
memasyarakatkan, melaksanakan dan mcngawasi. peml>angunan kota agar sesuai dengan 
RUTRK - RDTRKlbukoia Kecamatan Kedungbanteng. 

BAB VII 
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDJKAN 

Pasal 13 

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang. menghambat atau menghalangi pelaksanaan 
Peraturan. Daerah ini ; . . 

(2) Barang siapa meJanggar lcetentuan dalant Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 
selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak.;.banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta 
rupiah) ; . ' . ' 

(3) Tindak pidana sebagaunana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran . 

Pasal 14 

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam .Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang pengangkatan. dan wewenangnya sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berJaku. 

BAB VIII 
KETENTU~ LAIN-LAIN 

Pasa1·1s 

Peraturan Daerah ini dirinci lebih Janjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, 
Buku Analisa dan Buku Rencana serta Album Peta RUTRK - Rl>TRK yang merupakan 
bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal16 

(1) RUTRK - RDTRK yang telah disahkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan . . . ' . . . . . . . ' 
' . . . . . . . . . '. . . . 

(2) Peninjauan kembali · sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat . dilakukan secara 
berkaJa pada : ' . . . . 

a. Tahap I Tahun 2005 ; 
b. Tabap Il Tahun 2010 ; 
c. Tahap m Tahun 201s ; 
d Tahap IV Tahun 2020 ; 

Pasal 17 ................. .. 
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'Pasal17 
'. 

Dengan berlakunya J>eraturari. Daerah ini maka sem.ua ketentuan yang telah di~tapkan olel). 
Pemerintah Daerah yang·bertentangan dengan Peraturan ~ab ini, dinyatakan tj~ beri.ku 
lagi. . . . 

BABIX 
KETENTliAN PENtJ'i.1JP 

', - . ' 

' 
P3'8119 

Hal-hal yang belum 4iatur· dalam Peraturan Daerah ini sepanjang . mengenai teknis 
peJaksanaannya ·akat\ diatmlebih lanjut ole4 Bupatt 

PasallO 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat·mengetahuinya m~erintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penem.patannya da1am Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. 

'DisahkandiSlawi. 
pada tanggal :Z.fi A6vs-ivs 2001 

Diundartgkan :di Slawi . 
pada tanuai 8-~ A9 o<.eus 2001 

1/,.....:.--·--- -~ 

..,,, ' 

LE~ffiARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
"AHUN .wot · NOMOR ,4:i.. 



I. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR · TAHUN2001 

TENTANG 

R'.ENCANATATARlJANGKOTA-RENCANADETAILTATARUANGKOTA 
IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKl{) KEDUNGBANTENG 

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2000-2019 

UMUM 

Bahwa agar lbukQta Kecamatan Kedungbanteng Kabupat~ Tegal dapat 
dtbangun dan ~bangkan secara benfaya~ dan berhasilguna sehingga memenuhi 
persyaratan tata ruang kota lbukota Kecamtan baik <,la.lam segi Pemerintahan, sosial, 
budaya, ekononii dan Jain-lain, maka dipandang perlu adartya pedoman pem~angunan 

· kota dalam bentuk Rencana Umum Tata RuangKota Rencana Detail Tata Ruang Kota 
lbukota Kecamatan Kedungbanteng. 

Bahwa mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang 
Kota- Rencana Detail Tata. Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kedungbanteng yang teJah 
selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah. · 

n PASALDEMIPASAL 

Pasal l s/d Pasal 20 CukupJelas. 


